
 

 

 

                                                                    WALIKOTA JAMBI 

                                                                      PROVINSI JAMBI 

                                                                                            PERATURAN WALIKOTA JAMBI 

                                                                            NOMOR  21  TAHUN  2016 

                                                                                        TENTANG 

 

              PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR  37 TAHUN 2015  

       TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI  

                                                                       TAHUN ANGGARAN 2016 

 

                                                   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

                                                                             WALIKOTA JAMBI 
 

Menimbang  : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan 

Peraturan Walikota Jambi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang  Perubahan 

kedua atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi 

Tahun Anggaran 2016; 
 

SALINAN 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan Negara  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang  Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor    4578  ); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016   

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016; 

20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016            

( Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 15 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 

Anggaran 2016; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan       : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 37 

TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2016 
 

 

 



 

 

 Pasal  1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah  Rp.1.532.048.090.999,00,- bertambah / berkurang  sejumlah  Rp.90.662.012.776,-  

sehingga  menjadi Rp.1.622.710.103.775,- sebagai berikut : 

1. Pendapatan 

a. Semula          Rp.1.532.048.090.999,00,- 

b. Bertambah / berkurang        Rp.     90.662.012.776,00,- 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan             Rp.1.622.710.103.775,00,-  
 

2. Belanja  

a. Semula          Rp. 1.615.870.297.737,00,-  

b. Bertambah / berkurang        Rp.       96.152.557.583,00,-   

Jumlah Belanja setelah Perubahan                             Rp. 1.712.022.855.320,00,- 

       Surplus / (Defisit) setelah Perubahan              Rp.   (89.312.751.545,00,-) 

3. Pembiayaan 

      a. Penerimaan  

1. Semula                                                          Rp.  83.822.206.738,00,- 

2. Bertambah / berkurang                                 Rp.  46.228.306.460,00,- 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan                                          Rp.    130.050.513.198,00,-. 

 

b. Pengeluaran  

1. Semula                                                          Rp.                        0,00,- 

2. Bertambah / berkurang                               Rp.  40.737.761.653,00,- 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan                                         Rp.      40.737.761.653,00,- 

             Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan                  Rp.       89.312.751.545,00,- 

       Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran tahun Berkenaan               Rp.                             0,00,-  

 

  Pasal  2 

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan Walikota ini. 



 Pasal 3 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini. 

 

 Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Jambi ini dalam Berita Daerah Kota Jambi, 

 

         Ditetapkan  di Jambi 

         pada  tanggal, 17 Oktober 2016 

 

               WALIKOTA JAMBI, 

 

 ttd 

 

                    SYARIF  FASHA 

Diundangkan di Jambi 

pada  tanggal, 17 Oktober  2016 

               

   SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI  

  

              ttd 

                                  DARU PRATOMO 

BERITA  DAERAH  KOTA  JAMBI  TAHUN   2016   NOMOR  21     

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  

PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI 
 

ttd 
 

EDRIANSYAH, SH., MM 
Pembina 

NIP.19720614 199803 1 005 


